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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di Hindia 

Belanda yang kemudian menjadi Indonesia (Staatsblad 1925 No. 378), baru 

kemudian menyusul Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1928 dan Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 1929.  Pembentukan provinsi-provinsi dilakukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda dalam rangka otonomi yang dicetuskan oleh Ratu 

Belanda pada tahun 1901. Sedangkan istilah Jawa Barat (West Java) sudah 

dikenal sejak tahun 1880, sejak Pulau Jawa dibagi atas tiga daerah militer, yaitu  

Daerah Militer I atau Jawa Barat, Daerah Militer II atau Jawa Tengah dan Daerah 

Militer III atau Jawa Timur (West Java Miracle Sight a mass of verb and scene 

information, 2005: 18). 

Peradaban masyarakat Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh alam yang 

subur. Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah yang melandasi masyarakat 

Jawa Barat yaitu falsafat silih asuh, silih asih dan silih asah. Filosofi tersebut 

mengajarkan manusia untuk saling mengasuh yang dilandasi sikap saling 

mengasihi dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman, suatu konsep 

kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan keluhuran akal budi 

(2005:22). 

Dengan latar belakang budaya demikian maka menjadi relevan jika 

kondisi sumber daya manusia  di Provinsi Jawa Barat dilihat dari derajat 

pendidikannya. 
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Secara umum derajat pendidikan dapat dilihat dari jenjang pendidikan 

yang ditamatkan. Artinya semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, maka hal tersebut sudah mengarah pada indikasi 

adanya peningkatan kualitas SDM. Selain itu derajat pendidikan dilihat secara 

luas, yaitu meliputi pendidikan formal maupun non-formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Jawa Barat Tahun 

2007 (Sumber :Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2008) 

 

Berdasarkan data tahun 2007, penduduk Jawa Barat kebanyakan baru 

menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, yaitu 38,07%, bahkan 23,27% 

tidak tamat SD. Persentase penduduk yang tamat SLTP atau SLTA hampir sama 

yaitu 17%, sedangkan yang menamatkan jenjang akademi atau universitas sekitar 

5%. Sementara data BPS (Maret 2009) menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 

2008, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat baru mencapai 7,91 tahun, 

yang berarti pendidikan dasar sembilan tahun belum tercapai. Karena itu Gaffar 
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dalam Ali dkk. (2007:568) menyatakan bahwa “usaha untuk melanjutkan 

pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun” dan “ peningkatan alokasi 

anggaran pendidikan dan peningkatan fungsi-fungsi pengawasan” merupakan 

bagian dari “agenda mendasar …untuk memajukan sistem pendidikan nasional” . 

Pelaksanaan wajib belajar  pendidikan dasar 9 tahun  memerlukan upaya-

upaya yang terintegrasi dalam program-program pembangunan pendidikan yang 

membutuhkan belanja langsung maupun tidak langsung baik pada tingkat 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota /Kabupaten. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kebijakan alokasi angggaran 

pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber pembiayaan pendidikan yang 

merupakan bagian integral dari APBN maupun APBD sebagai implementasi 

otonomi daerah di bidang pendidikan.  

Dalam praktek, sumber dana untuk pendidikan  berasal dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten), dunia usaha (private sector) 

maupun masyarakat. Dana  yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kota/Kabupaten. 

Dengan demikian anggaran pendidikan harus melalui proses politik yang 

dinamakan budgeting (penganggaran) yang merupakan salah satu fungsi yang 

melekat pada  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Dalam proses budgeting maka anggaran pendidikan harus 

dimasukkan pada belanja pemerintah (government expenditure), untuk itu harus 

ada pendapatan terlebih dahulu (general revenue) yang ditetapkan beserta 
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sumber-sumbernya. Sumber-sumber pendapatan pemerintah dan pemerintah 

daerah berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Negara/daerah, 

hibah, bantuan maupun pinjaman.  

Menurut Thomas dalam Encyclopedia Americana Vol. 9 , besaran 

anggaran pendidikan berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam 

mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda di tiap Negara dan daerah. Di Israel 

mencapai 17% dari APBN, Jepang 6,5%, Inggris 4,6% dan Bangladesh 0,01% 

(2001:736). Sedangkan besaran anggaran pendidikan di Indonesia sejak akhir 

dasawarsa 90-an mencapai 20% dari APBN, termasuk gaji guru di dalamnya. 

Menurut data dari Majalah TEMPO, pada tingkat daerah juga terjadi 

variasi, di provinsi  Riau mencapai 23%, di Kabupaten Wonosobo mencapai 47%  

dan di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2009 mencapai 20% dari APBD. 

Perbedaan tersebut berkaitan dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 

yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya 

berdasarkan kemampuan daerahnya, termasuk di dalam bidang pendidikan. 

Otonomi daerah dapat dijalankan karena adanya desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Rasionalitas kehadiran desentralisasi menurut 

Rodinelli & Cheema (1983:14-16)  ialah bahwa desentralisasi merupakan 

…cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan 
yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan 
kepada pejabat di daerah yang tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 
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masyarakat. Ketentuan tersebut menyiratkan sebuah diskresi dan tanggung jawab 

bagi pemerintah daerah.  

Pada tahun 1999/2000 anggaran pendidikan di Jawa Barat baru mencapai  

7,57% dari APBD.  Hingga  tahun 2008 alokasi anggaran untuk pendidikan baru 

mencapai  11% dari total APBD, itu artinya baru mencapai besaran  Rp 800 miliar 

dari Rp7 triliun APBD. Karena kuatnya tuntutan  masyarakat dan dorongan 

anggota DPRD pada tahun 2009 menjadi 20% dari APBD atau Rp 1,6 triliun dari 

Rp 8 triliun besaran APBD. Dari anggaran pendidikan tersebut, alokasi anggaran 

untuk pendidikan dasar hanya Rp 111,99 miliar yang berarti kurang dari 10% dari 

total anggaran pendidikan padahal menurut Bank Dunia  pada umumnya  negara-

negara Asia  mengalokasikan dana pemerintah untuk pendidikan dasarnya 

mencapai 48%, bahkan di Amerika Serikat mencapai 51% (Fattah dalam Ali, 

2007:596). 

Masalah bagi stakeholder pendidikan di Provinsi Jawa Barat adalah 

bagaimana agar alokasi yang relatif kecil tersebut harus dapat dimanfaatkan 

seoptimal mungkin untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun 

(Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat pada waktunya sekaligus  untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebagaimana secara 

normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah)  serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).   

Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar 
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pendidikan khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun (wajar dikdas sembilan 

tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan bermutu. 

Beberapa panduan berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya dikaitkan 

dengan pencapaian hasil menurut Lee dan Kwong (2004 :832) yaitu berkaitan 

dengan akuntabilitas praktek (did states actually shift their accountability 

practices from outputs to outcomes ?); perubahan ( did new states policy bring 

about any changes in resources allocations?); keadilan ( what are the 

concequences of the state policy shift for the equity ?); pemihakan pada kelompok 

berpendapatan rendah (did performance –driven accountability bypass the issue of 

disparities in schooling resources and opportunities for low income, minority 

students) dan mempersempit kesenjangan (able to narrow the persistent racial 

and socioeconomic achievements gap ?)  

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik,  Kelompok Kerja 

Pendanaan Pendidikan dalam Konferensi Pendidikan di Indonesia  pada tahun 

1999 menyampaikan pemikiran mengenai : 

…diperlukannya cara untuk meningkatkan efisisiensi dan efektifitas sistem 
alokasi pendanaan pendidikan, yang pada gilirannya akan terkait dengan 
proses desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah. Namun hingga saat ini studi mengenai pembiayaan pendidikan masih 
sangat kurang di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, terutama mengingat 
pentingnya aspek pembiayaan ini dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan…pembiayaan pendidikan menjadi hal penting terutama dalam 
situasi kemampuan finansial, baik pemerintah maupun rumah tangga, secara 
signifikan menurun akibat krisis ekonomi. Selain itu, masalah pembiayaan 
juga menjadi penting ketika sekolah diharapkan lebih tanggap terhadap 
keinginan dan kepentingan masyarakat sekitarnya (Jalal & Supriadi, 2001: 
416).   
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Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka pendanaan 

pendidikan harus diletakkan dalam formulasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana implementasi suatu 

kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan  dijalankan pada 

pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat. Jika masalah ini tidak diteliti 

dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang 

timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan 

dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan 

tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan terhadap fenomena dari implementasi kebijakan dan dapat memberikan 

rekomendasi, baik berupa solusi maupun continuous improvement.  

Karena penelitian ini menyoroti suatu kebijakan maka penelitian ini 

berada pada studi analisis kebijakan. Analisis kebijakan mencari pelbagai 

alternatif kebijakan yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini berada pada tataran makro. Penelitian 

pada tingkat makro menjadi penting untuk mengetahui implementasi kebijakan 

alokasi anggaran pendidikan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. 

 

B. Fokus  Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan alokasi anggaran 

pendidikan dasar, dengan judul  “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI 
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ANGGARAN PENDIDIKAN (Studi  Alokasi Anggaran  dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Provinsi Jawa Barat)”. 

 Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan 

kemampuan keuangan daerah, prioritas anggaran, pemanfaatan anggaran dan 

dampak dari implementasi  kebijakan alokasi anggaran pendidikan pada tahun 

2009  pada jenjang pendidikan dasar di  Provinsi Jawa Barat .  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran  dapat dirinci dalam 

pertanyaan penelitian  berikut: 

1. Bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber dana 

alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat ? 

2. Apa yang menjadi prioritas alokasi anggaran  di Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimana pemanfaatan anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat? 

4. Bagaimana hasil dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan  

dasar di Provinsi Jawa Barat?  

5. Apa dampak dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar 

di Provinsi Jawa Barat ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber dana alokasi 

anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. 
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2. Prioritas  alokasi anggaran  pendidikan di Provinsi Jawa Barat. 

3. Pemanfaatan  anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. 

4. Hasil  dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar  di 

Provinsi Jawa Barat. 

5. Dampak  dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di 

Provinsi Jawa Barat. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

Untuk memperkaya khazanah Ilmu Administrasi Pendidikan khususnya 

dalam Ilmu Pembiayaan  Pendidikan, baik aspek substansi (bidang garapan) dan 

proses, maupun dalam konteks pembangunan pendidikan di Daerah serta Ilmu 

Administrasi Pembangunan,  dan Administrasi Pemerintahan atau Administrasi 

Publik. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

a. Sumbangan pemikiran bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi 

penganggaran khususnya dalam pengalokasian anggaran bagi program wajib 

belajar sembilan tahun di provinsi Jawa Barat. 

b. Rumusan model alternatif alokasi anggaran pendidikan yang dapat dijadikan 

rujukan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.  
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F. Metode Penelitian  

Masalah pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah  

merupakan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Karena itu tujuan utama 

penelitian ini bukanlah untuk menguji suatu hipotesis namun ditujukan untuk 

mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeksplorasian fakta dan 

data lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian pendekatan penelitian yang 

dianggap cocok digunakan menurut Nasution (1988) adalah pendekatan penelitian 

kualitatif (Sumianto, 2008: 9). 

Namun demikian untuk mendalami setiap permasalahan yang diteliti 

sehingga pemecahannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan akhirnya 

memberikan sumbangan yang berarti bagi maksud dan tujuan penelitian, 

diperlukan kajian secara mendalam sesuai dengan karakteristik permasalahan 

yang diteliti. Penelitian bukan sekedar mendeskripsikan realitas sosial, tetapi 

perlu analisis-analisis yang bersifat prediktif, maka metode yang paling dianggap 

sesuai dengan konteks masalah yang diteliti digunakan metode penelitian analisis 

kebijakan atau metoda post policy analysis (MacMillan & Schumacher, 

2001:526-581). 

Creswell (1994:  17) menggambarkan aliran gagasan penelitian sebagai 

berikut : 
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Subject       -A Concern        -Evidence from   -In this body of 
area           -A Problem          the literature        evidence, what is 
                    Something         -Evidence from     missing ? 
                    that needs a         practical            -What do we  
                    solution               experiences         need tho know    
                                                                            more about ?        How will 
                                                                                                         addressing 
                                                                                                         what we need  
                                                                                                         to know help : 
                                                                                                         -reseachers 
                                                                                                         -educators 
                                                                                                         -policy makers 
                                                                                                         -individuals like 
                                                                                                          those  in the 
                                                                                                          study  
                            

Sumber : Aliran Gagasan Penelitian menurut Creswell (1994). 

 

Topik dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan alokasi 

anggaran pendidikan . Masalah yang perlu dipecahkan adalah bagaimana 

bagaimana  anggaran  yang relatif kecil dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat. Data pendahuluan menunjukkan 

bahwa anggaran pendidikan dasar kurang dari 10% dari total anggaran pendidikan 

di Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut perlu diketahui bagaimana kemampuan 

keuangan daerah dan apa yang menjadi prioritas anggaran pendidikan serta 

bagaimana hasil dan dampaknya terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa 

Barat.  Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat 

dibuat rekomendasi bagi para peneliti, pendidikan, pembuat kebijakan dan 

individu yang tertarik dengan studi alokasi anggaran pendidikan. 

Topic  Educational 

Issue 

Evidence for 

The Issue 

Deficiencies 

in the 

Evidence 

What 

Remedying 

the 

Deficiencies 

will do for 

Select 

Audiences 

FLOW OF IDEAS 


